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2. Undang-undang Nomar 16 fahun 1950 tentang Pembemukan Deargh
Kota Besar dalem lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jaws Tengah,
Jawa Baat dan Dascsh Istimaws Yogyaskarta jo. Undang-uwhdang
Nomar 2 tahun 1965;

3. Keputusan Menter Dalam Negeri Momor 382 tahun 1977 tentang
Pala On ganisasi Pemerintah Daerah dan Wikayah;

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGEATII 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 383 tshun 1977 tentang
SURABAYA Pedoman Pembenukan Susunan Organisasi dan Tats Karis Dines
Daerah;
SALINAN : 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Namor KUPD 7/12/41—101 tanteng
No. : 7/C, 1B-12-1879 Susunan Chganisasi dan Tara Kerja Dinas Pancapatan Dasrah Kabups:
ten/Kotamadya Daerah Tingkat H;
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timur Nomaor 164
NOMOR 5 TAHUN 1979 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerje Dinas
Fendapatan Dasrah Kabuparen/Kotarmad h Ti ]
TENTANG Tci:mmpa n Daera L otarnadya Dasrah Tingkat Ll di Jawe
SUSUNAN ORGANISAS]I DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il SURABAYA Dengan Persetsjuan Dewan Perwakilan Rakyar Dagrah Kotamadya Daarah Tingkat 1t Surs
Liaya.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MEMUTUSKARN

WALIKOTAMALYA KEPALA DAERAH TINGKAT 1l SURABAYA Menetspkan . PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat 11 Sursbsys tentang

Susunan Crganisasi dan Tata Kerja Dinas Pane

Menimbend © & Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) Undang :
dapatan Kotamadya Daerah Tingket Il Suge
undang Momar 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di baya 4
Daerah maka Dinas Peidapatan Deerah harus ditetapkan dengan Per-
aturan Oaperah cesuai dengan Pedomen dari Menter? Dalam Negeri. BAB |
b. Bahwa dengan Surat Keputusan Mentsci Dalam Negei Némor 363 KETENTUAN UMUM

tahun 1977 1elah duetapkan Pedoman Pembentukan, Susunan Crgani-
=asi dan Tata Kerja Dinas Daeran yang diatur lebih lanjut dengan Surat
Keputusan Manteri Datern Megeri Nomo: KUPD 7/12/41-101 menge-
nai Susurnan Organisasi dan Tats Kerja Dinas Pendapstan QDagrah Kabuw-
patan/Kotamadya Daarah Tingkae 11 szhingga perlu segera ditetapkan
Peraturan Daerah Wotamadya Deerah Tingkat [P Surabaya yang meng-
atur tentang Susunan Drganisasi dan Tatz Kerig Oinas Pendapatan
Daerah Kotamadya Oasrah Tingkar ! Surabaya, dengan berpedoman
juga kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timur
Momcr 154 mhun 1978,

Pasal 1

My Dalam Peraturan Daecah ini vong dimaksud dengan istilah :

. Gubernur, jalah Gubernur Kepala Deerzh Tingkat | Jawa Timur;

. Pamerintah Daerah, alab Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat )l Surabays;
- Kepala Dacerah, ialah Walikoramadya Kepala Daerah Tingkat 1t Sursbays:

. Duerah Tingkat 11, iafah ¥otamadys Daerah Tingkat 1] Surabaya:

. Sekretaris Kotamadya, iafah Sekretaris Xotamiadyas Daerah Tingkat [l Sursbays;
Dinas Pendapatan Daerah, imlah Dina: Pendapatan Desroh Kotemasdya Osersh
Tingat If Surabaya;

Kepala Dinas Pendapatan Ogerah, iatsh Kepala Oinas Pandapatan Dsersh Kota-
madya Daerah Tingkat |1 Surabaya.

= A0 oFw

Mengingat © 1. Undangundarg Moamao 5 tahun 1374 tentang Pokok - poick Pemerin- 8-
tahan di Daei #h;
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{2} Dalam Peraturan Daerzh ini pengertian istilab

a. Urit Pelaksana Tehnis, ialah Pelaksana Tehrnis Dinas Pendapatan Daerah Kotama-
dya Daerah Tingkat !l Surabaya dan rmerupakan unsur penunjang dan sebagian
tugas Dinas Pendapatan Oaerah vang melakukan fungsi-fungsi terlentu;

b. Pendapatan Daerah Tingkat 11, ialah Pendapatan yang menjadi hak dan wewenang
pemungutan Pemerintah Daerah Twgkat | berupa pajak. retribus) serta jenis-jents
pungutan lain yang ditugaskan pemunguiannya kepada Dinas Pendapatan Daecah
dan jenis-jenis pungutan lain yang akan diserahkan kepada DHinas Pendapatan Dae-
rah dan diselenggarakan permungutatinya oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BABII
PEMBENTUKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH
Pasal 2

Dinas Pendapatan dan Pajak Dasrah yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wati-
kota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 28 Mopemiber 1969 Momar THO/K di
nyatakan menjadi Dinas Pendapatan Baerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pazal 3

{1} Kedugukan Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur _pelaksana Pemerintah Daerah;
(2} Dinas Pendapatan Dagrah dipimpin oleh seorang Kepala Qinas Pendapatan Daerah
yarg merupakan pembantu fangsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Oaerah.

Pasal 4

1}  Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut |
a. Melaksanskan segala usaha dan Kegiatan pemungutan, pengurmfulan dan pemasuk-
an Pendapatan Daerah ke dalam Kas Daergh secara maksimum, baik terhadap
sumber Pendspatan Daerah Tingkat |1 yang ada maupun dengan pernggalien sum-
ber-sumber Pendapatan Dacrah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetap-
kan ofeh Kepala Daerah dan atau peraturan perundang-undasngan yang berlaku;

k. Mengadakan penelitian dan penilaian tata cara pemungutan Pajak, Retribusi dan
pungutan lainnya yang telah ada, bak pungutan-pungutan yang diadakan oieh Pe-
merintah Daerah sepanjang hal i menjadi hak dan wewenangnya, mauvpun pu-
nyutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerzh
Tingkat 1}, guna menciptakan dan stau mencadi sistim-gistim yang lebih berdaya
guna dan berhasil guna;

461

t. Memmpin dan mengkoordiner selurvh usaha di edang pungotan dan Pendapatan
Daerah berdasarkan ketentuan-ket~muan baik yang digariskan eleh Pemerintah
Pusat maupun digariskan oleh Pemerintah Daerah.

14 Selain tugos-tugas pokok dimaksud pada ayat |11 sub a sampai dengan d pasal ini,

Dinas Pendapatan Casrah berkewajiban pula melakukan lugas-tugas |

a. Mengikut: perkembangan keadaan secara terus-menerys dan memperhatikan akibast
atau pengaruh-pengarsh dari keadaan itu terbadap pelaksanaan tugas pokok;

b, Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengelala data-data dan bahan-bahan
mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan lwgas pokok;

¢. Membuat rancangan-rancangan dan program-progeam wang diperiukan bagi pe-
nyelenggaraan tugas pokok

¢, Membuat perkraan keadzan dan memberkon faran-saran atag pertimbangan-
pertimbanigan tepat rada waktunya kepada Kepalz Daerah tebaga bahan guns
rmenetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil Kepulusan;

g. Memberi saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempertimbangksn
besar fber gtnya pungulan. pungutan Daerah yang bermacam ragam itu;

f. Mengelols kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerab yang ditetapkan oleh Kapats
Daerah;

g- Menyusun Rancangan Pendapatan Daerah untuk bahan-bahan penyusenan Ran-
cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seria anggaran Belanja Awtin
dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah;

h. Mempersiapkan ketentuan-ketenluan pelaksanaan dan alau kehijaksanaan di bidang
pungutan-pungutan Daerah;

i. Mempersiapkan materi Aancangan Peraturan-Peraturan Doeerab di hidang Pendapat-
an Daergh;

i. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Oinas Pendapatan
Daerah,

Pasal B

Dalam melaksanakan tuges pokok dimaksud dalam Pasal 4 Prraveran Daerah ini Dinas Pen-
dapatan Daerah memperhatikan kebijaksanaan Pemenntah Propinsi Dagrah Tinghkat | Jawwa
Tunwr di bidang penggalian dan pemungutan Pendapatan Daetak Tingkat |1 dan pembina-
an, himbingan serta petunjuk tehmis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerab Tingkat |
Jawa Timur.

Pssal 6

Uniuk menyetenggarakan tugas pakok, Dinas Perwlapatan Daer ph berfungs sebagai berikut

a. Parencanaan yang meliputi segala usaba dan kegiatan umuk merencanakan, Mempasisg
lcan, mengalsh, menelaah penyusunan rumusan kehijaksanzan tehnis serta hrnqum hirja;

b. Pelaksanaan yarg meliputi segala usaha dan kegiatan uruk menyelenggarskan pemurgul-
an dan pemasukan pendapatan Daerah:
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. . , Pasal 11
¢. Ketala usahaan wang melipots segala usaha dan kegiatan di bidang tala-usan, Ormrun:,

kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;

d. Kordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guong mewujudkan kessioan tan ke
sergsian gerak yang bedhuwboungan dengan peningkatan Pendzpatan Daerah

e. Pengawasan yang melipul: segala usaha dan kegialan uimtuk medsksanakan penjamanan
tehnis atas pelakzanaan tugas pokoknya sesust dengan kebijaksanaan yang ditetaakan
aleh Kepala Daerah serla peraturan perundangan yvang berfaku.

Nangan Keputusan Kepala Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah ditunjuk Bendaharawan

Pasal 12

bagan Struktur Organ.sas Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Fyorzidran Ooeeahom

BAR IV
SUSUNAN ORGANISAS] BAB ¥
Pasal 7 TATA KERJA

Orgamesasi Binas Pendapatan Caerab terdw dari Pasal 13

4. Urnsur pimpinan yaite Kepala Dinas Pendapatan Caciah;

b. Unasur Pembaniy Pimpinan yaitu Sub Bagran Tatla Usaha, (11 Daram melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah
€. Unsur Pelaksana yanu seksi-seksi. a. bectanggung jawab langsung kepads Walkotamadya Kepala Daerah, sedang per-
tangqung jawaban dalam bedang administrasi melalui Sekretans Kotamadya;
Pasal B L. harus roenecapkan prinsip-prinsip koordingsi, integrasi, Synkronisasi dan simpli-
fikasi baik dalam lingkungan Dinas Pendapaton Daerah maupun Instansi instansi
{1} Dunas Pendapatan Dagrah dipmpin aleh seorang Kepala Dinds Pendepatan Daerah; tain 1 luar Dinas Pendapatan Daerah sesual dengan bidang tugasnya.

{2}  Sub Bagian Tata Usaha dipimpan oleh seorang Kepala Sub Bagan Tata Laha;

1 b B Tata thsaha, Seksi dan Unit Pelak Tehnis Di berkawsjib-
{3} Seksidipimipin oleh searang Kepala Seksi. 12.] Kepala Su agan Tata Lsana, s Gan Ut Felaksana Tehnis Lings erkaws]

an menerapkan pringip-prinsip Koordings:, tntegrasi, Synkronisasi dan Simplifikasi
sesual bidann |Ugasnya masing-masing;

Pasal @
131 Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Svb Bagian Tala Usaha, Seksi dan Unit
Seksi-saksi dimaksud datam pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah - Pulgksuna Tehrus Dinas bertanggung jawah memberikan bimbingan/pembinaan ke-
4. Seks Pagak; pada bawahanrya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya manurut hilersr-
h. Seksi Retribusi; rhir Zabatan masing-masirg,
¢. Seksi luran Permbangunan Daerah;
d. Seksi Pendapatan lamn-lam, Pasal 14
v. Seksi Perencansan, Pengawasan, Pengtitizn cun Pongambangan.
Tuta kerja/Sub Bagian Tata Usaha, Urusan-Urusan, Seks dan Sub Seksi akan diatue dangan
Pacal 10 Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk Gubernur.
(1}  Padasub Bagian Tata Ussha, diientuk sebanyak-hanyakoya 4 fempans e BAH VI
121  Pada tiap Seksi dibantuk sebanyak-banyaknya 3 [trgal Sub Seksi kocue @ Sree: Pen- PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
dapatan laindain dibentuk sebanyak -banvaknys 2 (duwat Sub Seksi; DINAS PENDAPATAN DAERAAH

{3  Umuk kegulan pemungutan Pendapatan Daerah bila dipandang perlu dagar duds niuk
Unit Pelaksana Tehnis Dinds yang maliputi satu atau beberapa wilayah kucarmiison;

Pazal 15

{4t Kepala Linit pelaksana Tehnis Dinas bartanggung jawab kepada Kepala Chras. 111 Untuk kepentingan pembinaan, pengangkatan dan pemberhentien Kepata Oinas Pen-
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dapaten Dasrah dilakukan oleb Kepsio Dattah setelnh berkonsuitast dangan Gubernue,

{2) Kepalw Sub Begian Yata Usshs, Kepalo-kepaln Saksl, Kepala-kopsls Urusen, Kepala
Sub Selsi dan Kepala Unit Pelakoena Tahnls Dines, dipngkat dan diberhartikan aleh
Kepala Ogargh dengan mamparhat|kan pendapet dan periimbangsn dari Kepaka Dinay
Pendapatan Daersh.

Paal 18

Jabatan Kepale Dines Pandapatan Daersh tidak dopwt cirangkep.

KETENTUAN PENUTUP
Posal 17

Halk-hal yang behum cukup divmr dalsm Persiuren Derah ini divetapkan bebih fanjut nieh
Kepala Daersh,

Fasal 18

{1) Perstuoran Daargh ni mulaf berlaku pacd hari portama seswdsh tavgzl pangundang-
anerya,

{2y Dengan Berlkunya Persturan Ehssraly ini maks Sarat Keputusan Walikoo Kepaly
Ciwrsh Kotarmadya Suwabarys Nomor 724/K tanggel 28 Nopamber 1968 dan szgala
intentusn |sonya yang bartymangen cengan Persturan Decroh int dinyatekan vidsk
brerlaku Ingl,

Surbaya, 13 Sepmmber 1970

Dawan Perwakilan Rakyat Caareh Walikotamadya Kepala Daergh

Kotamadyn Deerah Twgkat 1 Bursbuwa Tingkat IF Suraplaya
Kt
wd. tid.
EDDY S0ETRISNO

Dirs. MDEHADJI WIDJALA

Dirabican dengsn Surat Keputssn Gubernur Kapaia Daerah Tiogkat | Jewe Timw
tanggal 30 Okweber 1979 Nomor HL./331/79.

A.n. Gobsrraw Kapala Osarsh Tingkat |
Javea Tlmur

Sakremsrlz Wilsvah/Oaerah
i,
TRIMARIONG, 5H

Ll

Diundungkan dulsn Lembarsn Daersh Kotempdys Daerah Tinglort 11 Suwgbaym taban
1978 Sevi C tangeel 18 Decsimbar 1878 Nomar 7/C.

Aon. Walikotemsdya Kepols Denrsh
Tingkst |1 Surabaya
Sekrwtars Wilayah Daersh

nd.

MOHAMMAD MODJOPAHIT, M
Nip. 510323623

Saliren stvual dengen  adinya
An, Sakrevaria Wiayah/Dagroh
Kapala Baglan Hukum,
Organisaet & Tataixksans

TEGDEH S0EJONG, 6H
Nip. 510025744




466

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOUTAMADY A DAERAH TINGKAT Il SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1979

FENJELASAN LUMUM :

Bahwa dalam penyempurnaan Strukiur Organisasi dan Pelaksanaan tugas Dinas Pan.
cdapetan Dasrah Tingkat 1l rabagai aparat yang sangat penting dalam Organisasi Pemgrintah-
an di Daerah, telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/12¢
41 =10 tanggal & Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Lraerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingka 11.

Gengan ditetapkannya Keputusan fersebut di atas diherapkan adanya penyeragarman
nama, Tala kerja, reang ingkup tugas dan Kewenangan serts Stroktur dan Dinas vang ber-
perak dalamm bidang pemungutan perndapatan Deerah diseluryh Dagrah Tingkat |11, Dengan
reslissss Keputusan dimakwud diharapkan tidak iegi terjmil nama [nomenklatuel vang
berbedy-tects dari Dinas yang menangani Tugas pemungutan pendapatan Dasrah serta
depay diharapkan peningkatan efisiensi dari pelaksanaan tugas Instansi tersebot sehaci-hari.

Sebagar tindak lanjut. Gubermsr Kepsta Daerah Tingkat | Jaws Timur berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tersehut di atas, 1elah mengeluskan petunjuk-petunjuk
yang teriuang dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timur Nomor 154
tahwn 1978 tanggal 21 Desembaer 1978 tentang Pedoman Susunan Crganisasi dan Tats Kerja
Dinas Pendapatan Caerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11 di Jawa Timur,

Paraturan Daerph iri telsh disusun berdasarkan kedua padaman/produk hukum tee-
sehut di atas, dengan penyesusian seperlunys berdxsarkan kandisi yang terdapat dalam Dae-
rah Entamadya Daerah Tingkar 11 Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daersh ini Struktor Orgamisasi serta 1Ugss-lugss
Dinas Pendapatan dan Pajek Datvah Kotamadya Daersh Tingkat 1] Surabaya yang sekarang
ada berdasarkan Surat Keputusan Walikora Kepala Deersh Eotamadya Swabaya Momaor
790/ tanggal 7B Mopember 1969, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,

PENJELASAN FASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 t Cukup jelas.

Pasal 2 : Dengan dicetapkan Peraturan Daerah ini maka Oinas Pendapatan dan
Pajak Deerak yarg semula dilarsdasi dengsn Surat Keputusan Walikota
Kepala Deerah Kotamadya Surabaya tanggsl 2B Nopember 1958 Mo-
mor F997K dinyatakan dilebur menjatdi Dinas Pendapatan ¥ crah da-
ngan Strukiur dan job yang baru sebagimang dinyaeakan dalam ba-
1ang tubvuh Pevaturan Daerah inn,

Pazal 311} ;. Cukup jelas.

2} : Dinas Pendspatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Penda

patan Daersh yang merupakan pembactu langsung dan bertanggung
jawah kepada Kapals Dasrah
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Mamun demikian Kepala Dinas tidak dapat langsung bharhubungan da-
ngan Walikotamadys, «1api secara whnis administratif harus melslui
Sakretaris Kotamadya dalam pertanggung jawaban pelaksansdn tuges

sahari-hari,
Pasal 4 sampas dengan § @ Coukup jekns
Pasal 7 : Organisasi Dinas Pendapatan Daerah tecdin dan unsur Pimpinan, Pem-

bantu Fimpinan dan utsur pelaksdana.

¥ang dimaksud dengan ursur Pernbantu Pwnmpinan dalam hal ini sdateh
membantu pimpinan dalam pelaksanasan twgas administratif ‘ke dalam
lauxitary Staf). Ssdangkan unsur palaksana adalsh membantu Pimpinan
dalam pelakwanaan 1ugas pelayanan tedhadlap masyarakal,

Fatal Bcan : Cukup jels,

Pasal 10 ; Umuk kegiatan permungutan Pendapatan Daerah bila dipandang periu
capat dibentwk Udig Pelaksana Tehnis Dinas yang melipeti sate slau
beberapa Wilayah Kecamatan, Dengan sdanya pengemnbangsn Wileysh
¥otamadya Daerah Tingkat |1 Surabaya dipandang perlu untuk mam-
bemtok Uni Pelakzsana Tehnis Oines, Penbentukan im tagli uiaha
untuk mendekatkan termpal Linggal wajib pajak dengan Kantor Dinas
Pandapatan Daerah (meningkatkan pelayanan terhadsp masyacakat)
den lebih mengintenufkan pemungutan, pengumpulan dan pelaasuk-
an perdapatan Daeah aleh petugas.

Pasal 11 * Pada Diras Pencapatan Daerah ditunjuk tecrang Bendaharavwsn Khusus
Penerima oleh Walikotamadya Kepala Daersh, Hal ini periu Jilalkcukan
agar Dinas Pendapatan Dagrah dapat mangeiahai secara capst dan tepet
jumiab Pendapatan (aerah dv Kas Pemarintah Daerah,

Hal-hal yang menyangkut ketentwan ketentuan tehnis admanistrasl dani
Berdaharawan Khusus Penerima akan dawr tersendiri dengan suatu'
Suret Keputusan Kepala Daarah,

Pasal 12 sarmnpa dengan 14 © Cukup jeisy.

Pasal 15 . Untuk kepentingan pembinaan, pengengkatan dan pemibarhentian Ke
pala Dinat Pendapatan Dascah dilakukan clsh Kepata Daerah satelal
berkonsl tasi dengan Gubernur Kepsla Dperah Tingkat 1.
Hal v dimaksed sgar ada conlimuitas pelaksansan program Kerjs Dine
Pandapatan Dasrah, sehinggs kemungkinan terputusnys program kerj
di tangah jalary dapat dibirdar,

Pasat 16 sampai dengan 18 : Cukup jelay.

e 00 ———
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